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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI PFARKIR LI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

bahwa dencan telah citetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negsri Nomar 119 Tahun 1998 tentana Ruanda
Lingkup dan J@niS“Jcn s Retribusi Dasrah Tinakat
I dan Tingkat II. na Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum merupakan ienis Retribusi Dasrah
Tinakat IT:

bahwa untuk memungut Retribusi sebaagaimana  di
maksud pada huruf a diatas perlu diatur denaan
Peraturan Daerah:

Undana~undana Nomor 7 Tahun 1985 tentana
Pembentukan Daeralh Tinagkat II Sarolanaun Banako
dan Daerah Tingkat II Tanijiuna Jabuna (Lembaran
Negara Tahun 196% dMNomor 50). denaan menaubah
Undang-undana Nomer 12 Tahun 19536. tentang
Pembentukan Dasrah Otonom Kabupaternn di Propinsi
Sumatera Tenaah (Lembaran Negara Tahun 19564
Nomcr 25):

Undang-undana Nomor 12 Tahun 1980 tentana Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 318&):

Undana=-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentana Hukum
Acara Pidana {(Lembaran Negara Republik Indonssia
Tahun 1981 Nomor &. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209):

Undana-undang Nomoir 14 Tahun 1992 tentanag Lalu
Lintas dan Anagkutan Jalan {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 19292 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480):

5. Undang-undand .......
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Undana-undana Nomar 18  Tahun 1997 tentana Pajak
Daerah dan Retribusi Dasrah (Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Neagara Rapublik Indonesia Nomor 3485):

Undana Nomor 22 Tahun 1999 tentanc Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neaara RI Tahun 1999 Nomor &0,
Tambahan Lembaran Neaara RI Nomor 3939)

Undana~undana Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbanaan Keuanaan antara Pemarintahan Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor
72. Tambahan Lembaran Neaara RI MNomor I848):

Undana-undana Nomeor 43 Tahun 1999 tentana
Perubahan Undana~undana Nomor 8 Tahun 1974
tentana Pokok-palkal Kepegawaian (Lembaran Neaara
RI Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3890):

Undana~undana Namor 54 Tahun 1999 tentanag
Pembentukan Kabupaten Sarolanaun. Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabuna Timur (Lemberan Negara R{ Tahun 1999 Nomor
182. Tambahan Lembaran Neaars RI Nomor 3909):

10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentana

1a

d2.

13.

14.

Pelaksanaan Undana~undana Nomor & Tahun 1981
Tentana Hukum Acara Pidans {Lembaran Neaara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor &. Tambahan
Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor 3258):

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang
Penverahan Sebagaimars Urusan Pemerintah Dalam
Bidana Lalu Lintas dan Anakutan Jalan kepada
Daerah Tinakat I dan Dasrah Tingkat II (Lembaran
Neaara Republik Tndonesia Tahun 1990° Nomor 2.
Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nemor
34107 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara
RI Tahun 1993 Nomor &3. Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3529):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusei Daerah (Laembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Neagara Republik Indonesia Nomor 3692 :
Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 43 Tahun
1980 tentana Pedoman Penaslalaan Parparkiran di
Daerah:

15. Keputusan = .........
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Keputusan Menteri Dalam Neasri Nomor 23  Tahun
1986 tentang Ketentuan Umum Menaenai Penyvidik
Peaawai Neaeri S8ipil di Linakunagan Pemerintah
Daasrah io Kaeputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 4
Tahun 1997 tentanag Penvidik Pegawai Negeri Sipil
di Linakungan Pemerintah Dagrah:

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM &5 Tahun
1993 tentang Fagsilitas Pendukung Keaiatan Laly
Lintas dan Anakutan Jalan: :

Keputusan Mentepri Perhubungan Nomor KM &g Tahun
1996 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum :

Keputusan Menteri Dalam Neaeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemunautan
Retribusi Daerah: :

Keputusan menteri Dalam Neaeri Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang
Retribusi Daerah:

Keputusan Menteri. Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
1998 tentang Ruana Lingkup dan Jenis~jenis
Retribusi Daerah Tinakat I dan Daerah Tinakat I7-

Kaputusan Menteri Dalam Negeri Namor 147 Tahyn

1998 tentang Komponen Tarif Retribusi .

Dengan Persstujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT I SAROCLANGUN BANGKQ

MEMUTUSKAN -

Ménetaokan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JaLaN UMUM .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini. vanda dimaksud denagan

3,

b,

Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
Pemerintah adalah Remaerintah Kabupaten Merangin.
Bupati adalah Bupati Merangin.

Dinas LiAag adalah Dinas Lalu Lintas Anagkutan
Jalan Kabupaten Merangin.
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Dinas Pandaoaﬁan adalah Dinas Eandapatén
Kabupaten Maranain. ;

Kas adalah Kas Kabupaten meranain.

pejabat adalah Peagawal vanda diberi tugas tertentu
dibidana Retribusi Daerah sesuai dendan
Peraturan parundana-undanaan vana berlaku.

Badan adalah Suatu bentuk badan = usaha vand
meliputi perseroan tarbatas. oerseroan'komanditbr
persaroan lainnva. Badan Usaha Milik Negara atau
Dasrah dengan -~ nama dan bentuk apapun.
persekutuan. perkumpulan. firma, konasi.
koperasi. vavasan atau oraanisasi vand sejenis.
lembaaa. dan pensiun. bentuk usaha t@tao sarta

bentuk badan usaha lainnva.

Kendaraan Bermotar adalah Kendaraan vand
digerakkan oleh peralatan teknik vana berada pada
kendaraan itu termasuk kendraan aandengan atau
kereta tempelan vanda diranakaikan denaan
kendaraan bermotor: :

parkir adalah Keadaan tidak berasrak suatu
kendaraan bermotor vand bersifat sementara.

Tempat Parkir adalah Tempat vand berada di tepi
jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh
xapala Daerah sebagai tempat parkir ksndaraan
bermotor: p

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi . atas Jasa
vana disediakan atau diberikan olsh  Pemerintah
untuk tujuan kepentinaan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati oleh orandg pribadi atau
badan:

Retribusi parkir ditepi Jalan Umurm vand
selanjutnya disebut retribusi adalah pembavaran
atas penhaaunaan tempat parkir ditepi ijalan umum
vana ditetapkan oleh Bupati: E

Waiib Retribusi adalah orana pribadi atau badan
vana menurut peraturan perundang-undandgan
retribusi diwaiibkan untuk melakukan . pembavaran

r@tribusi. termasuk pemungutan atau pemotongan
retribusi:

surat Pendaftaran Obvek Retribusi Dasrah. vang
selanjutnva dapat disinakat SPJORD. adalah surat
vana diaunakan oleh Waiib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Waiib

Retribusi

----------



Retribusi sebagal dasar penahitunaan dan
pembavaran retribusi vang terutang m&nurut
peraturan perundana-undana Retribusi Daerah:

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. ¥vana dapat
disinakat ©SKRD adalah Surat Keputusan vana
menentukan besarnva ijumlah retribusi vahag
terhutang:

a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, menaumpulkan dan menaelola data dan atau
ketarangannya dalam ranaka pengdawasan: kepatuhan
pemenuhan kewaiiban retribusi berdasarkan
peraturan dan perundana~-undanaan - Retribusi
Dasrah:

r. Penvidikan Tindak Pidana di bidana R@tribusi
Daerah adalah seranakailan tindakan vang dilakukan
oleh Penvidik Pegawal Negeri 8ipil vang
sglanijutnya dissbut Penvidik. untuk mencari serta
mencumpulkan bukti vana dengan buktil itu membuat
teranag tindak pidana di bidana Retribusi Daerah
vang teriadi serta menemukan tersanagkanva.

BAB II
NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

dipunaut retribusi sebagal pembavaran atas pelavanan
penvediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

(1) Obijek Retribusi: adalah pelavanan : penvediaan
tempat parkir ditepi islan umum: :

(2) Jalan Umum sebaaaimana dimaksud pada avat (1)
Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pazal 4
Subiek Retfibusi adalah oranag bpribadi :atau ba&an
vana menagunakan tempat parkir ditepi ialan umum.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan
sebacal Retribusi Jasa Umum. :
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BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal &
Tinakat pengaunaan Jasa dihituna berdasarkan Jenis
kendaraan. fTrekwensi dan waktu penagunsaan tempat
parkir.
BAB V
PRINSIPF DALAM PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 7
Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan
pada tuiuan untuk menaganti biliava administrasi.
biava Dembanounan dan bliava penaadaan marka dan
rambu-rambu. blava perawatan serta pendawasan dan

penaendalian terhadap penggunaan Jjasa paelavanan
parkir. :

BaAR VI
- PARKIR BERLANGGANAN
Pasal 8

(1) Sesecrana atau badan dapat meniadi pelanaaan
parkir/parkir berlangaanan: :

(2) Bentuk. isi dan tata cara penaaturan parkir
berlanaganan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 9

(1) Atas Jasa opelavanan parkir ditepi jalan umum
dikenakan retribusi.

(2) Besarnva retibusi sebacaimana dimaksud pada
avat (1) Pasal ini untuk setiap kendaraan sekali
parkir ditetapkan sepagal berikut

a. Sepeda / aerobak dan seienisnva... Rp. 100.-
b. Kendaraan bermotor roda dua ;
S8beSAr .....h i i iinsnen e i Ro. 150.%
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c. Kendaraan bermotor roda empat

BBEEAr L ..t e e e - Rp. 300.~
d. Kendaraan bermotor roda enam j
sebesar ........... N S R % R R R e R e s Ro. 500+~

(1) Atas Jasa palavanan Parkir berlangganan
sebacaimana dimaksud dalam Pasal & Peraturan
Dasrah ini dikenakan retribusi parkir
berlanaaanan:

o~
I3V ]
—

Besarnva retribusi parkir barlangganan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), pasal ini
untuk setiap kendaraan perbulannva  ditetapkan
sebagai- berikut: :

a. Kendaraan bermotor roda dua

T e E T o Rp. 3.000.~
b. Kendaraan bermotor roda empat :
SEDESAr ... e e e e Rp. &.000 .~
c. Kendaraan bermotor roda enam
sabaesar ..... S A T Ro.10.000,~
BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

(1) Lokasi pemunautan retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah di kabupaten. 3

(2) Baai kendaraan vana hilanag dilokasi parkir
tidak meniadi tanaguna jawab Pengelola dan
patugas. parkir.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi parkir berlangaganan adalah Janaka
waktu vanag lamanva 1 (satu) bulan atau. ditetapkan
lain oleh Bupati.

X

Retribusi terutana terijadi pada saat diterbitkannva
SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Retribusi dipunaut denaan mﬂnJQunakan SKRD atau
dokuman lain vana dipsrsamakan:

(2) ha311 ............
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{2} Hasil punautan retribusi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) Pasal ini disetor secara Bruto ke
Kas.

() Tata cara pemuncautan akan diatur lebih lanﬁht
cleh Bupati.

BaB XI
'SANKSI ADMINISTRASI
Raszal 15

Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar: tspat pada
waktunva atau kurang membavar. dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebssar 2 % (dua persen)
getiap bulan dari retribusi vana terutana atau
kurana dibavar dan ditagih dengan mengaunakan STRD.

BaB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 16

(1) Pembavaran retribusi vana terutana harus
dilunasi sekaligus: '

(2) Retribusi vang terutang dilunasi salambat~
lambatnva 15 (lima belas) hari setelah saat
terutanda.

Fagal 17

(1) Pembavaran retribusi dilakukan di Kas atau
ditempat lain vang ditunijuk oleh Bupati sesuail
dengan waktu vana ditentukan dengan mengaunakan
SKRD atau dokumen lain vang dipersamakan. SRD.
SKRDKB. SKRDKBT dan STRD.

(2) Dalam hal pembavaran dilakukan ditempat l@in
vana ditunijuk., maka hasil retribusi harus
disetor ke Kas Dasrah selambat-~lambatnva 1 x 24
Jam atau dalam waktu vana ditentukan oleh
Bupati. ;

(3) Pengaturan lebih laniut tentang tata cara

pembavaran dan penvetoran hasil retribusi
ditetapkan oleh Bupati. :

Pasal 18 i e i
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Pasal 18

(1) Bupati atas permohonan Waiib Retribusi seatelah
memenuhi persvaratan vanq ditentukan dapat
membarikan persetuiuan kepada Waiib "Retribusi
Untuk mengangasur retribusi dalam kurun waktu
tertentu atau menunda pembavaran retribusi
sampal batas waktu vang ditentukan, denaan
dikenakan bunga 2 % {dus persen) satiap bulan:

(2) Persvaratan untuk dapat

3
@
3

aangsur dan ats

menunda pembavaran sabaasimans ¢ kaud 3
avat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
BAB XTIII

TATA CARA PENAGTHAN
Pasal 19

(1) Retribusi vanag terhutanag berdasarkan SKRD atauy
dokumen  lain vana dipsrsamakan. SKRDKBE .
SKRDKBT. STRD dan Surat Keputusan Pembaetulan.,
Surat Keputusan Keberatan vanag menyvebabkan
iumlah Retribusi vana harus dibavar bertambah.
vyana tidak atau kurang dibavar oleh Waiib
Retribusi tepat pada waktunva dapat ditaqgih
denaan Surat Pakssa.

R
Mo’

Penaagihan Retribusi denaan Surat Paksa
dilaksanakan berdasarkan peraturan fparundanq~
undanaan vang berlaky.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
RPasal 20

(1) Atas kelebihan pembavaran retribusi . Waiib
Retribusi dapat menagaijukan Parmohonan
pengembalian kepada Bupati:

(2) Parmohonan panaambalian kelebihan pembavaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupat:
dengan sekurana-kurananva menvebutkan: :
d4. Nama dan Alamat Waiib Retribuy 1z
b. Masa Retribusi :

C. Besarnva kelebihan pembavaran:

d. Alasan vana sinakat dan jelas.

1

(3) Bupati dalam janaka waktu palina lama & (enam)
bulan sejak diterimanva permohonan penaembalian
kelebihan pembavaran retribusi, harus memberikan
Keputusan: ‘ :

(4) apabila ..... L.
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(4)

{1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Apabila oermahonan penasmbalian kelebihan
retribusi dikabulksan. harus diterbitkan SKRDLB
dalam jangka waktu ealing lama 2 (dua) bulan
sejak diterimanva parmohonan.

Pasal 21

Apabila Waijib Retribusi mempunvai utana
retriribusi lainnva. kelebihan pembavaran
retribusi dapat lanasuna diperhitunakan untuk
melunasi terlebih dahulu utanag retribusi
tersebut : '

Penaembalian kelebihan pembavaran  retribusi
dilakukan dalam iangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkan SKRDLRB: '

Apabila:  penaembalian kelebihan  pembavaran
retribusi dilakukan setelah lewat janagka waktu 2
(dua) bulan seiak diterbitkannya SKRDLB. Bupati
memberikan imbalan bunaoa sebesar 2
{dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembavaran kelebihan retribusi.

ol

Pasal 22

Pengembalian kelebihan retribusi s dilakukan
denagan menerbitkan Surat Perintah: Membavar
Kelebihan Retribusi -

ABpabila kalebihan vembavaran retribusi
diperhitunakan denagan utana retribusi lainnva.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 avat (1)
Peraturan Daerah ini nembavaran dilakukan denaan
cara pemindahbukuan dan bukti pemindah bukuan
iuaa berlaku sebacai bukti pembavaran.

BAB XV
KADALUARSA
Pasal 23

Hak untul melakukan penaaihan . Retribusi
kadaluwarsa setelah melampaui ianaka wakty 5
{(tiga) tahun terhituno sejak saat terhutananva
retribusi. kecuali apabila waiib retribusi
melakukan tindak pidana dibidana retribusi:

Kadaluarsa penaagihan retribusi sebaaaimana

dimaksud pada avat (1) vazal ini’ tertanaguh

apabila : ‘

a. Diterbitkan surat tequran dan surat paksa
atau:
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Ada  penaakuan  utang retribusi Hari waiib
retribusi baik lanasuna maupun tidak
lanasuna.

C"‘

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUST

(1)

(1)

(2}

(1)

(2}

YANG KADALUARSA

Pasal 24

Piutang Retribusi vyana tidak munakin ditaaih
laai karena hak untuk melakukan penagihan  sudah
kadaluarsa dapat dihapus:

Bupati menstapkan Keputusan penaghapuzan piuta
Retribusi Daerah vana sudah kadaluarsa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini.

BAR XVIT
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Waiib Ratribusi vand tidak melasksanakan
kewaiibannva seshinaga merugikan Keuangan Daerah
diancam pidana kurunaan palinag lama 3 (tiga)
bulan atau denda palina banvak Rp. 2.50C.000. -
( dua juta lima ratus ribuy rupiah }:

Tindak Pidana sgbacaimana dimaksud avat (1)
adalah pelanagaran.

BAB XVIII

PENYIDIXKAN

Pasal 2¢
Peiabat Pegawai Neaari Sipil tertentuyu
dilinakunaan Pemsrintah diberi wewenana khusus
sabagal penvidik untuk melakukan panvidikan
tindak pidana di bidana Perpaiakan Daarah atau
Retribusi Daarah sabagaimana dimaksud

dalam Undana-~Undang Momor 8 Tahun 1981 tantang
Hukum Acara Pidana.

Wewenana penvidilk sebacgaimana dimaksud pada
avat (1) adalsh

a. Berkenaan s ae e
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(3)

w12 2
a. besrkenaan denaan indak pidana: di bidang
Retribusi Daerah aaqar keterahaan atau

laporan tersebut meniadi lebih Yenakap dan

ialag:

b. meneliti. mencari dan monaumoulkan
keteranaan menagenai orang pribadi latau badan
tentana kebenaran perbuatan Vang dilakiukan
sehubunaan dengan tindak pidana: Retribusi
Daerah:

c. meminta keteranaan dan bahan bukti dari
orana pribadi atau badan sehubunaan denaan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah:

d. memeriksa buku~bulky, catatan~ catatan dan
dokumen-dokumen lain berkenaan dehagan tindak
pidana di bidang Retribuesi Dasrah::

e. melakuks pangeledahan untuk mandapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain sertsa melakukan
penvitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam ranak
pelaksanaan Luaa° penvidikan tlhda? pidana d1
bidana Retribusi Daerah: ¢

a. menvurch berhenti. melarang : seseor
meninaaalkan ruangan atau tempat. pada saa
pemeriksaan sedana berlanasuna dan memeriks
indentitas orana dan atau dokumen vanag dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf 81

h. memotret sessorang  vand berkvltan denaan
tindak pidana Retribusi Dasrah: '

1. memanaail orana untuk didenaar keteranqannVa
dan diperiksa: sebzaaai tersanaka tau saksl;

1. menchentikan cenvidil

k. melakukan tindakan lain vang perlu untuk
kelancaran venvidikan tindak pidana di bidang
Retribusi menurut hukum vén; dapat
dipertanaauna jawabkan: :

Penvidik ssbaaaimana dimaksy pada avat (1)
pasal ini memberitahukan »iquldlnva_ranvidikan
dan penvampaian hasil penvidikan kepada
penuntdt Umnum sesual dengan ketehtuan va Aale!
diatur dalam UnJ ana~Undana Nomor 8_ Tahun 1981
tentana Hukum Acara Pidana ,

BAB XIX ..........

“x
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BABE XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

i
4

Denaan berlakunva Peraturan Daerah ini. maka
Feraturan Dasrah Kabupaten Daerah Tinakat IT
Sarolanaun Banako Nomor $FTahun 1998 tentana
Retribusi Terminal dan Retribusi Parkir Kendaraan
Dalam Kabupaten Daerah Tinakat Iz
Sarclanaun Banakao sarta Peraturan Dasrah

nnva dinvatakan dicabut dan tidak berlaku

Dacal oK
[ R e S 5 L0

Hal-hal wang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini. sepaniana mengenai pelaksanaannva diastur lebih
laniut oleh Bupati.

tanggal

diundanakan.

Aaar setiap orana dapat menagetahulnva. memerintahkan
RPenaundanaan Paeraturan Daerah ini denaan
menempatkannva dalam Lambaran Dasrah Kabupaten

Meranain.

Disvahkan di : Banako
Fada Tanaaal : 28 Marebt Z2000.

BUPATI MERANGIN
ttd
H. ROTANI YUTAKA. SH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Nomor : 18.

Tahun 2000 tanggal : 10 Juni 2000.
Seri : B Nomor : 14.

Sekretaris Daerah

ttd

DRS.H.M.AZIZ YUSUF
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH:KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUST PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupbaten
Meranain tentana Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam
Kabupaten Meranain. Penvusunan Peraturan Daerah -ini adalah
sabagai tindak laniut dari pelaksanaan Undana~undana Nomor 18
Tahun 1997 tentana Paizk Dasrah dan Petribusi Daerah.
Peraturan Pemerintah: Nomor 20 Tahun 1997 tentand Retribusi
Daerah dan KODH*M‘AG Menterd Delap Neaeri 119 Tahun 1998
tentana Ruana linakup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat
I dan Tinakat II. dimana Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

31 jasa umum sebagaimana dimaksud

termasuk dalam isnis retribusi

dalam Pasal 18 avat (2) huruf a Undana-~undana Nomor 18 Tahun
1997 tentana Paiak Dasrah dsn Retribusi Daerah. Pasal 2 avat
{2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentana
Retribusi Daerah dan Pasal 7 huruf a anaka 5 Keputusan Menteri
Dalam Neasri Nnmor 1319 Tahun 1998 tentana Ruana Linakup dan
Jenis-ijenis Retribuzi Dasrah Tinakat I dan Daerah Tinakat II.
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Penetapan Peraturan Daers meniamin
terlaksananva usaha Pam@rinta{ Pendapatan
Asli Daerah (PaD). Sehi naan kemampuan  keuangan vang
semakin meninakat akan memberi manfaat besar ba 1,Dmmbiavaan
Pemerintah dan Pembancgunan Daerah. Salah atu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menuniana 0Oto noml Dasrah
vana memiliki peran penting didalam pembiavaan pembanaunan
Daerah adalah melalui punautan atas Retribusi Parkir di Tepi
Jalan Umum sehinoaa dihav"*.{ : meninakatkan afektivitas
dan efesiensi Retribusi Daera serta meninakatkan mutu dan
ienis pelavanan kepada Maswvs

IT.PENTJELATAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup

Pasal 2 Cukup . %
Pasal 3 Cukup :
Pasal 4 Cukup .

Pasal 5 Cukup .

Pasal & Cukup

Pasal 7 Cukunp

Pasal 8 Cukup .

Pasal 9 Cukup

Pasal 10 Cukup
Pasal 11 Cukup

Pasal 12 ......... e e
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Cukup
Cukup
Cukup

Cukup J

Cukup
Cukup

Cukup .

Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
Cukup
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Cukup
Cukup
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Jelas.
Jalas.
Jelas.
Jalas.
Jelas

Jelas.
Jelas.
Jelas.
Jelas.
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